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A. Latar Belakang 
Berbagai tantangan dan kendala dihadapi oleh dunia 
pendidikan dari mulai teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. 
Semakin beratnya tantangan dalam dunia pendidikan, hal ini menuntut 
agar para pengelola pendidikan lebih profesional dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya. Untuk memudahkan dalam 
pengelolaannya, maka pemerintah menetapkan dana pendidikan 
sebesar 20% dari APBN/APBD sebagai bukti keseriusan pemerintah 
dalam memajukan mutu pendidikan Indonesia.1 
Pembiayaan pendidikan yang dijamin oleh pemerintah menjadi 
faktor penting dalam menjamin mutu pendidikan. Meskipun faktor 
pembiayaan bukan menjadi satu-satunya faktor keberhasilan. Namun 
tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka cita-cita untuk 
menciptakan pendidikan yang berkualitas tetap menjadi angan-angan. 
Oleh karena itu, dana pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah 
mesti dikelola dengan baik, dilakukan secara efektif dan
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efisien pada tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan, 
sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 
mutu pendidikan. 
Pada tingkat satuan pendidikan, masalah yang kerap kali 
muncul adalah ketepatan dana tersebut untuk dialokasikan ke 
dalam program-program untuk peningkatan mutu sekolah. Hal ini 
memerlukan perhatian semua pihak demi ketercapaian tujuan 
pendidikan. Sebab tanpa adanya proses kerjasama antar semua 
komponen sekolah mulai dari guru, pegawai, kepala sekolah, 
komite sekolah, pengawas, dan sebagainya, tujuan pendidikan 
tidak akan tercapai.2 
Sekolah merupakan tempat terbaik untuk mendidik generasi 
penerus bangsa. Sekolah merupakan Kawah Candradimuka untuk 
menempa pribadi peserta didik menjadi pribadi yang utuh. Pribadi 
yang bertaqwa, berakhlak, berbudi pekerti luhur dan berintegritas. 
Dalam lingkup bermasyarakat sudah semestinya sekolah 
memiliki integritas yang tinggi dan mempunyai pengaruh yang 
begitu besar di masyarakat. Sekolah menjadi agen perubahan yang 
mengantarkan seseorang menuju kematangan berpikir dan 
bertindak, serta menjadi jalur yang tepat untuk mengembangkan 
kemampuan dan keterampilan para peserta didik saat mengenyam 
pendidikan di bangku sekolah. 
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Kesempatan anak untuk bersekolah sudah begitu mudah. 
Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, 
ayat (1) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak 
mendapatkan pengajaran.3 Hal ini mengandung pengertian bahwa 
sistem pendidikan nasional dalam ranah satuan pendidikan formal, 
sekolah harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-
luasnya kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Maka dari 
itu, dengan adanya program wajib belajar 12 tahun yang sedang 
gencar digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
RI, diharapkan setiap warga negara diwajibkan untuk bersekolah 
selama 12 tahun. 
DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang menerapkan 
wajib belajar 12 tahun mulai dari pendidikan dasar, baik untuk 
Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. Bagi Sekolah Negeri 
mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan dana ABDP pada setiap 
daerah yang dialokasikan sebesar 20 persen untuk pendidikan. 
Pada tahun 2017, alokasi anggaran untuk pendidikan di DKI 
Jakarta mencapai 17 Triliun rupiah atau 27 persen dari dana 
APBD.4 Hal ini yang menjadikan Sekolah Dasar Negeri di DKI 
Jakarta mampu menerapkan program wajib belajar dengan 
menggratiskan biaya pendidikan kepada para peserta didik. Kondisi 
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ini tidak berlaku bagi sekolah swasta yang mengandalkan biayanya 
hanya melalui dana yayasan dan dana BOS. Sebagaimana yang 
dikatakan oleh Muhadjir Effendy bahwa dana BOS hanya sebagai 
bantuan sekolah untuk dapat menyelenggarkaan pelayanan 
minimal.5 Oleh karena itu, banyak sekolah swasta yang masih 
menerapkan uang masuk/pangkal kepada para peserta didik, yang 
nantinya akan dialokasikan untuk operasional sekolah. 
Di sisi lain, terdapat sekolah swasta di DKI Jakarta yang 
tidak memungut dana dari masyarakat. Sekolah swasta yang 
membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang 
dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-3 yaitu “mencerdaskan 
kehidupan bangsa”.6 Sekolah ini berkomitmen untuk menggratiskan 
atau tidak memungut biaya pendidikan dari peserta didik. Sekolah 
ini semata-mata ingin membantu masyarakat sekitar terutama yang 
kesulitan dalam segi ekonomi dan keuangan untuk dapat 
mengenyam pendidikan dasar secara gratis. Sekolah ini bernama 
Sekolah Dasar As-Syafiq. 
SD As-Syafiq adalah sebuah lembaga pendidikan formal 
yang berlokasi di Jl. Warakas 2 No. 10 Tj Priok, Jakarta Utara. 
Sekolah ini dinaungi oleh Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin 
“As-Syafiq”. Berdiri pada tahun 1992 dan mulai diresmikan pada 
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tahun 1996. Sekolah ini telah berani dan berkomitmen untuk 
membuka lembaga pendidikan formal dengan membebaskan biaya 
pendidikan, khususnya untuk anak yatim dan kaum dhuafa. Adapun 
program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah 
belum ada pada tahun tersebut. Hingga sampai saat ini, SD As-
Syafiq masih menjalankan perannya sebagai penyelenggara 
pendidikan di tingkat satuan pendidikan dengan menyelenggarakan 
pendidikan gratis dan masih dapat bertahan walau banyak 
hambatan yang bersumber dari internal maupun eksternal sekolah.  
Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa pada masa 
berdirinya sekolah, input calon peserta didik baru pernah mencapai 
±400 orang. Tetapi pada tahun 2011, sekolah mengalami 
pemerosotan yang begitu drastis. Yayasan kehilangan banyak 
donatur tetap yang mengakibatkan pembiayaan di sekolah menjadi 
bermasalah. Pemasukan dana sekolah dari para donatur untuk 
pengelolaan pendidikan di SD As-Syafiq mengalami penurunan 
kurang lebih selama 7 tahun. Sekolah mengalami kesulitan dalam 
mengelola pembiayaan dikarenakan keterbatasan dana yang ada, 
sehingga berdampak bagi pemenuhan kebutuhan 8 standar 
pendidikan di SD As-Syafiq. Implikasi dari dampak tersebut adalah 
pada tahun 2017 sekolah mendapat pengumuman dari pengawas 





mengalami penurunan dan tidak ada perkembangan menuju 
perbaikan, sekolah akan ditutup. 
Berdasarkan dari masalah tersebut, maka pada sebelum 
tahun ajaran baru 2018/2019, SD As-Syafiq mulai merancang 
strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menambah 
pemasukan dana untuk pembiayaan sekolah. Upaya ini seperti 
meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik dan non-
akademik, perawatan sarana dan prasarana, serta merancang 
strategi dalam mempromosikan sekolah kepada masyarakat luas 
sebagai sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan gratis 
atau bebas biaya pendidikan. Dampaknya terlihat dari input peserta 
didik SD As-Syafiq yang mengalami peningkatan pada tahun ajaran 
2018/2019. Sekolah mulai mengelola semua komponen yang 
dimiliki, terutama dalam hal manajemen pembiayaan di sekolah. 
Maka dapat dikatakan bahwa SD As-Syafiq adalah sekolah dasar 
swasta di DKI Jakarta yang membebaskan biaya pendidikan bagi 
para peserta didik mulai tahun 1992 hingga dapat bertahan sampai  
saat ini.  
Mengingat hal tersebut, penulis melihat faktor manajemen 
pembiayaan sangat penting dalam keberlangsungan satuan 
pendidikan formal. Dengan adanya penerapan pengelolaan 
pembiayaan yang efektif dan efisien, maka suatu sekolah akan 





tersebut. Melihat perannya yang begitu penting bagi sekolah, 
pembiayaan pendidikan di sekolah harus dikelola dengan baik, 
sehingga sekolah tersebut dapat berperan optimal membantu 
pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan 
demikian maka manajemen pembiayaan merupakan faktor penting 
suatu sekolah dalam mencapai tujuannya. Kurangnya perhatian 
akan hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif pada sekolah 
yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada seluruh 
stakeholder sekolah. Oleh karena itu, peneliti sangat perlu untuk 
melakukan penelitian berjudul “Manajemen Pembiayaan 
Pendidikan di SD As-Syafiq, Tanjung Priok, Jakarta Utara” 
 
B. Fokus dan Subfokus Penelitian  
Berdasarkan   uraian   latar   belakang,   maka  fokus 
penelitian ini adalah Manajemen Pembiayaan dengan sub fokus 
penelitian adalah perencanaan pembiayaan (planning), 
pelaksanaan pembiayaan (actuating), dan pengendalian 
pembiayaan (controlling) di Sekolah Dasar Swasta As-Syafiq, 






C. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan   uraian   latar   belakang,   maka penulis 
membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:   
1. Bagaimana perencanaan pembiayaan di Sekolah Dasar Swasta 
As-Syafiq, Tanjung Priok, Jakarta Utara? 
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan di Sekolah Dasar Swasta 
As-Syafiq, Tanjung Priok, Jakarta Utara? 
3. Bagaimana pengendalian pembiayaan di Sekolah Dasar Swasta 
As-Syafiq, Tanjung Priok, Jakarta Utara? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian, maka dapat 
ditentukan tujuan secara umum dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui dan menggali data dan informasi yang empirik 
mengenai Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD As-Syafiq, 
Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai 
pihak sebagai berikut: 
1. Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 





stakeholder dalam merancang, mengelola, dan mengendalikan 
pembiayaan pendidikan.  
2. Pengembangan Manajemen Pendidikan 
Menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam 
memberikan informasi kepada mahasiswa. 
3. Peneliti lain 
Dapat menjadi salah satu referensi dalam mengelola keuangan 
yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
sekolah. 
4. Dinas Pendidikan 
Dapat memberi masukan bagi praktisi manajemen dan praktisi 
lainnya, menambah literatur, serta memberikan landasan bagi 
para praktisi pendidikan di bidang yang sama di masa yang 
akan dating.
10 
 
 
 
 
